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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 

TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

MENGURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN 

ADZRA NOVTRILIYA SARI 

1603100058 

Surat Keterangan Mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. setiap 

kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada lurah 

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sejak tanggal kematian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat 

Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan 

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan  Daerah Kota  Medan  Nomor 1 Tahun 

2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan 

Kematian Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini 

adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau 

sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya tindakan yang 

dilakukan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

tahun 2010 berupa himbauan dan sosialisasi dengan mengadakan rapat bersama 

masing-masing kepala lingkungan di setiap Kelurahan. Kerja sama yang 

dilakukan antara Kecamatan dan Kelurahan sudah baik, Kerja sama yang 

dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi. Tahapan dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka peningkatan partisipasi 

masyarakat membuat surat keterangan kematian yaitu berupa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membuat surat 

keterangan kematian sudah baik tetapi masih ada masyarakat yang belum sadar 

betapa pentingnya membuat surat keterangan kematian. 

Kata Kunci : Implementasi,Surat Keterangan Kematian,Partisipasi Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Undang-undang No 24 tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat 11 menjelaskan 

bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 

kewarganegaraan. Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang 

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan 

data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas 

data kependudukan. 

Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 32 surat 

keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Dalam pasal 1 ayat 32  huruf C surat 

keterangan mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. Pasal 19 ayat 1 

dan 2 dijelaskan bahwa setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau 

yang mewakili kepada lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) sejak tanggal kematian. 

Kematian merupakan kejadian yang tidak di rancang manusia.Surat ini bisa 

dibutuhkan untuk para keluarga yang ditinggalkan termasuk untuk urusan harta.  

Surat keterangan kematian adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang telah 

meninggal dunia. Surat keterangan kematian ini berisi identitas, saat kematian, 
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dan sebab kematian. Setiap kematian wajib dilaporkan kepada petugas RT/RW 

atau kelurahan, sehingga bisa diterbitkan surat keterangan kematian, sebagai surat 

pengantar untuk membuat akta kematian.  Surat keterangan kematian penting 

dibuat untuk kepentingan berbagai kalangan, seperti ahli waris (asuransi), 

statistik/sensus penduduk dan instansi tempat korban bekerja serta pengurusan 

untuk kuburan.Penduduk yang meninggal harus dilaporkan untuk di hapus. Jika 

tidak dilapor akan tetap tersimpan di daftar kependudukan. 

Tujuan pengurusan surat keterangan kematian yaitu untuk mencegah data-

data almarhum di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, 

bagi pemerintah tujuannya untuk memastikan keakuratan data penduduk potensial 

pemilih dalam rangka pemilihan umum atau pilkada, jangan sampai orangnya 

sudah meninggal tetap mendapatkan hak suara, data penduduk yang dilaporkan 

kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) yang pernah di miliki segera di non-aktifkan secara sistem 

agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkanlah Kartu Keluarga baru dan Akta 

Kematian. Fungsi surat kematian yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris, 

untuk mengurus pensiunan Janda/Duda, dan persyaratan untuk melaksanakan 

perkawinan kembali, dan klaim asuransi.  

Hasil observasi yang di lakukan di Kecamatan Medan Perjuangan di 5 

Kelurahan yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan 

Sidorame Barat II, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II. Partisipasi masyarakat 

terhadap pembuatan surat keterangan kematian sudah baik tetapi masih kurang 
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kesadaran untuk mengurus surat keterangan kematian sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Karena hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan atau urusan 

mendesak yang hanya mau membuat surat keterangan kematian, misalnya 

mengurus pensiun. Di Kecamatan Medan Perjuangan memiliki 9 kelurahan, 

masyarakat yang mempunyai surat keterangan kematian masih bisa di hitung di 

setiap kelurahannya. Masih banyak  masyarakat  yang berfikir bahwa surat 

keterangan kematian tidak terlalu penting. Pembuatan surat keterangan kematian 

hanya sekali saja dikeluarkan oleh pihak lurah. Faktor lain yang membuat 

masyarakat tidak mengurus surat keterangan kematian karena lemahnya 

administrasi di kota medan dan sistem kearsipan yang belum tertata dengan baik. 

Kantor lurah dan kantor camat sudah berkoordinasi tentang pembuatan surat 

keterangan kematian, karena sudah peraturan harus ditaati setiap masyarakat. 

Dari data yang di peroleh pada tahun 2019 dari Kelurahan Tegal Rejo, 

Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame 

Timur, dan  Kelurahan Sei Kera Hilir II selama satu tahun masyarakat yang 

mengurus Surat Keterangan Kematian sebanyak 554 orang.  

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk 

memilih judul bagaimana “Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Medan  

Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus 

Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat 

Keterangan Kematian Di Kota Medan? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa 

adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai 

sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumasan masalah yang 

peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitan yaitu: 

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan  Daerah Kota  Medan  Nomor 1 Tahun 

2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan 

Kematian Di Kota Medan.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini yang akan  yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a) Secara teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik 
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2. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan 

fikiran secara ilmiah, rasional dalam mengahadapi masalah yang ada dan 

timbul di lingkungannya. 

b) Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. 

c) Secara Akademis  

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar 

perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

BAB  II  URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang  akan diuraikan adalah Pengertian 

Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebiijakan 

Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian 
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Implementasi Kebijakan Publik, tahap-tahap kebijakan, Unsur-

Unsur Implementasi Kebijakan,  Pengertian Partisipasi 

Masyarakat, Surat Keterangan Kematian, Bentuk-Bentuk 

Partisipasi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi,  

     BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode 

Penelitian,Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, 

Lokasi Penelitian. 

    BAB IV  HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, 

deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara 

    BAB V  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian 



 

7 
 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Implementasi  

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan 

tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. 

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses 

implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk 

mencapai sasaran.  

Menurut Gordon (Pasolong 208:58) implementasi berkenaan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator 

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprtasikan dan menetapkan 

kebijakan yang telah diseleksi.  

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program. 

Menurut Nurdin (2002:17) Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan unutk mencapai tujuan kegiatan. 
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Dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah adalah Kegiatan  

melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah.  

2.2 Pengertian Kebijakan  

Federik (Agustino 2008:7) mendefenisakan Kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga 

menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan 

tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena 

bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Wahab (2008:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih 

menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk 

memahami istilah kebijakan, wahab memberikan beberapa pedoman sebagai 

berikut: a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan; b. Kebijakan sebenarnya 

tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; c. kebijakan mencakup 

perilaku dan harapan-harapan; d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun 

adanya tindakan; e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; 

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit; g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 

waktu; h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi 
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dan yang bersifat intra organisasi; i. Kebijakan sistem meski tidak ekslusif 

menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan j. Kebiajkan itu 

dirumuskan atau didefenisakan secara subyektif.  

Menurut Aminullah (Muhammadi 2001: 371-372) menyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pecapaian 

tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu 

berjangka panjang dan menyeluruh. 

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah 

untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan 

pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat baik secara 

maupun tidak langsung. 

2.3 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Dye (2007:17)  Kebijakan Publik  adalah  Segala sesuatu yang 

dikejakan atau tidak dikerjakan oleh  pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus 

dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang 

holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya 

dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang 

merugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan 

suatu kebijakan. 
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Menurut Abidin (2006: 22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah 

yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-

arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. 

Menurut Chandler dan Plano (Yulianto:2015:8) Kebijakan Publik adalah 

Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk 

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.  

Menurut Dunn (Syafiie 2006:104) Kebijakan Publik adalah Suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 

pertahanan keamanan, publik, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.  

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Public adalah Tindakan-tindakan yang 

di dalamnya terdapat kerja sama di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan 

persoalan yang ada di masyarakat dan memberikan dampak terhadap masyarakat 

tersebut.  

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan  

Menurut Anderson (2001:93) mengemukakan Implementasi Kebijakan 

merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa 

impelementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin 

administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik. 
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Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang 

bekerja bersama-sama untuk menjalanakan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang digunakan. 

Menurut Harsono (2002:27) implementasi kebijakan adalah suatu proses 

dalam melaksanakan suatu kebijakan teretentu kemudian mengembangkan 

kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.  

Dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana 

keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah 

suatu kepetusuan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.  

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara para 

individu dan organisasi memandang realitas bagaimana organisasi berinteraksi 

dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. 

Menurut Winarno (2014:149) Implementasi kebijakan publik adalah salah 

satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik 

hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. 
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Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap  

setelah dilakukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.  

2.6 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik 

Menurut Winanrno (2014:122) Suatu keputusan kebijakan mencakup 

tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, 

atau menolak suatu alternative kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan 

biasanya merupakan punjak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses 

kebijakan itu berlangsung. Tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno 

yaitu : a) tahap pertama: perumusan masalah (Defening Problem) mengenali dan 

merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam 

perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka 

masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula, b) 

tahap kedua: Agenda Kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda 

kebiakjkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah 

masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan 

membutuhkan penangan yang harus segera dilakukan, c) Tahap Ketiga: Pemilihan 

alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik 

didefenisakan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan 

masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah 

memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan 

alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; 

d) Tahap keempat: penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-
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undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain 

sebagainya.  

2.7  Unsur-unsur Impelementasi Kebijakan 

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi 

kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat 

menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi 

dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan 

masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima 

manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksanaan, baik 

organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, 

pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan. 

2.8 Partisipasi Masyarakat 

Menurut Canter (Arimbi 1993:1) mendefenisikan partisipasi sebagai feed-

forward information and feedback. Dengan defenisi ini, Partisipasi Masyarakat 

sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa 

partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan 

langsung dampak dari kebijakan tersebut. dari pendapat Canter juga tersirat 

bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau 
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memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.  

Menurut Mubyarto (1997:35) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan 

untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap 

orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah Ketersediaan 

masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah. 

2.9 Bentuk-Bentuk Partisipasi  

Menurut Effendi, Partisipasi ada dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi 

Vertikal dan partisipasi Horizontal. Partisipasi Vertikal adalah suatu bentuk 

kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil 

bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyakat berada 

sebagai posisi bawahan. Partisipasi Horizotal adalah dimana masyarakatnya 

mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat 

berpatisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam 

melakukan isaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan 

pihak lain. 

2.10 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi   

Menurut Angell (Ross, 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam 

mayarakat dipengaruni oleh banyak faftor. Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1. Usia, faktor usia 
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merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan 

kemasyarakatan yang ada, 2. Jenis Kelamin, Nilai yang cukup lama dominan 

dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat 

perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat 

peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi 

semakin lama nilai peran perempuan tersebur telah bergeser dengan adanya 

gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan semakin baik, 3. Pendidikan, 

dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan 

dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadapa lingkungannya, 

suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, 

4. Pekerjaan dan penghasilan, hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 

diperolehnya. Pekerjaan dan penghasulan yang baik dan mencukupi kebutuhan 

sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpatisipasi dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat. 5. Lamanya tinggal, lamanya seseorang dalam lingkungan 

tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 

berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam 

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih 

terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan 

tersebut.  

2.11 Surat keterangan Kematian  

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 32  huruf 

C surat keterangan mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. Peraturan  
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Presiden nomor 25 tahun 2008, pasal 81 ayat 1 menjelaskan bahwa Pencatatan 

Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana di 

tempat terjadinya kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat pengantar dari 

RT/RW untuk mendapatkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepada 

Desa/Lurah: dan/atau, b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis. Pencatatan 

kematian sebagaiman dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan tatacara:a. 

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian 

denganmelampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi 

Pelaksanaatau UPTD Instansi Pelaksana ;b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat 

Keterangan Kematian dan disampaikankepada yang bersangkutan untuk 

digunakan seperlunya ;c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau 

UPTD Instansi Pelaksanamencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan 

Kutipan Akta Kematian;d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana 

sebagaimana dimaksud padahuruf c memberitahukan data hasil pencatatan 

kematian kepada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili 

yang bersangkutan;e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat 

domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam 

database kependudukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode 

deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana 

adanya.  

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejalah yang ada, yaitu keadaan 

gejalah menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.tujuan dari 

deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengnai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. dalam arti ini, 

pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling 

hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.  

3.2 Defenisi Konsep 

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah 

dikelompokkan kedalam 17ariable agar lebih terarah.Jadi, jelasnya definisi konsep 

dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata 

yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain 
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kebenarannya.Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan 

konsep-konsep sebagai berikut: 

1) Implementasi adalah Kegiatan  melaksanakan keputusan yang telah dibuat 

oleh pemerintah.  

2) kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan  

masalah yang ada dimasyarakat baik secara maupun tidak langsung. 

3) Kebijakan publik adalah Tindakan-tindakan yang di dalamnya terdapat 

kerja sama di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan yang ada di 

masyarakat dan memberikan dampak terhadap masyarakat tersebut.  

4) implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah 

ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

5) implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap  setelah dilakukan 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

6) Partisipasi Masyarakat adalah Ketersediaan masyarakat untuk ikut serta 

dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah 

3.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

1. Adanya tindakan  yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan kebijakan 
2. Adanya kerja sama untuk menjalakan 
kebijakan. 
3. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan 
4. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembuatan Surat Kematian  
 
 

Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 1 tahun 2010 tentang 
PenyelenggaraanAdministrasi 
Kependudukan  

Terselenggaranya tertib 

administrasi pemerintah 

bidang Kependudukan 

dan catatan Sipil Di 

Daerah 

Kantor Lurah Di  Tegal rejo, 

Sidorame Barat I, Sidorame 

Barat II, Sidorame Timur, Sei 

Kera Hilir II 
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3.4 Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Adanya tindakan  yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan  

2. Adanya kerja sama untuk menjalakan kebijakan  

3. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan 

4. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian  

3.5 Narasumber atau Informan  

Narasumber adalah orang akan menjadi informasi bagi penelitian dalam 

mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang 

Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Medan  No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka 

Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan, 

adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kelurahan Tegal Rejo 

a. Nama  :  Ibu Roslianan Sp 

Usia  : 51 tahun 

   Pekerjaan  : Kepala Seksi Pembangunan  
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b.Nama  : Ibu Reni andan sari 

Usia   :48 tahun  

Pekerjaan  : Wiraswasta 

2. Kelurahan Sidorame Barat I 

a. Nama  : Ibu Nur Aini  

Usia  : 49 Tahun 

    Pekerjaan : Staff Kepala Seksi Pemerintahan 

b.Nama  : Ibu Rini  

Usia  : 42 tahun  

pekerjaan : Wiraswasta 

3. Kelurahan Sidorame Timur 

a. Nama  :Bapak  Hermanto SE 

Usia  : 55 tahun 

   Pekerjaan   : Lurah  

b. Nama  : Ibu Linda  

Usia  : 50 tahun 

   Pekerjaan  : Wiraswasta 
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4.  Kelurahan Sei Kera Hilir II 

a. Nama  : Bapak Martunas Simarmata SH 

Usia  : 51 tahun 

  Pekerjaan  : Sekretaris Lurah 

b. Nama  : Ibu Yani Sahara 

Usia  : 39 tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 5. Kelurahan Sidorame Barat II 

a. Nama  : Ibu Atmini 

Usia  : 53 tahun  

Pekerjaan  : Kepala Seksi Pemerintahan  

b. Nama  : Ibu Irine Simangunsong 

Usia  : 46 tahun  

   Pekerjaan   :Wiraswasta 

3.6Teknik Pengumpulan Data 

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa 

perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan 
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penelitian.Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer 

Observasi yang dilakuka pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan 

secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang 

menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, 

yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan 

dalam penelitian 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan 

berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.   

3.7Teknik Analisa Data 

Menurut Bogban dan Biklen (Usman 2011:84), analisis data ialah proses 

pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman 

peneliti terhadap yang ditemukan.  

Menurut Taylor dan Renner dalam Usman (2011: 96) memberikan lima 

langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: a. siap memahami data; b. 

Fokus analisis, tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari, mengidentifikasi dan 

menulis sejumlah pertanyaan kunci yang ingin di analisis. Hal ini membantu 
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untuk memutuskan bagaimana memulai, fokuslah pada pertanyaan atau topik serta 

periode waktu atau peristiwa; c. informasi kategori, beberapa peneliti cenderung 

mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan 

data.Pengkategorian tidak seperti angka dalam analisis kuantitatif; d. Interpretasi, 

langkah terakhir dari analisis kulitatif adalah menginterpretasikan pola atau 

tema.Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitasi, 

dependabilitas, dan konfirmabilitasnya. 

3.8  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan diKantor Lurah Di  Tegal rejo, Sidorame Barat 

I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, Sei Kera Hilir II. Adapun waktu untuk 

penelitian adalah Februari 2010- Maret 2020  

3. 9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Kota Medan  

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaantanahnya 

berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi KotaMedan 

ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei 

Deli,Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan 

Sei SulangSaling/Sei Kera.Pada mulanya yang membuka perkampungan 

Medanadalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli,maka sejak zaman 

penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah 

zamankemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secaraberangsur-angsur 

lenyap sehingga akhirnya kurangpopular.Dahulu orang menamakan Tanah Deli 
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mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di 

Langkatsedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu ituwilayah 

kekuasaannya tidak mencakup daerah diantarakedua sungai tersebut.Menurut 

Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disanasini 

terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk 

yangberasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang 

Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi 

primadona Tanah Deli.Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan 

menjadi kota pusatpemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. 

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama 

“Medan Putri”.Perkembangan Kampung “Medan Putri” tidak terlepas dari 

posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai 

Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang.Kedua sungai tersebut pada 

zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, 

sehingga dengan demikian Kampung “Medan Putri” yang merupakan cikal bakal 

Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. 

Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung Medan, Sultan 

Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah 

Pahlawan  yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang 

mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di 

Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan 

memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas 

wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan 
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Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung yaitu 

Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas 

Percut dan Sigara-gara. 

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya 

menjadi Gubernemen.Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente 

(Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay.Berdasarkan ”Acte van 

Schenking” (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 

Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente 

Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia 

Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, 

yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan 

Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 

43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 

8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan 

berkembang semakin pesat, berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya 

adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang 

RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan – Besitang (1919), Konsulat 

Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), 

Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, 

R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olahraga Kebun Bunga (1929). 

Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memposisikan 

menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya 

medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang 
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menjadi pusat pemerintah. Sampai saat ini disamping merupakan salah satu 

daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. 

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan Kecamatan termuda berasal dari 

pemekaran Kecamtan Medan Timur dan dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 tahub 1992  pada tanggal 13 juli 1992 dan diresmian 

Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 dengan 9 kelurahan 

sebanyak  123 lingkungan. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran lingkungan dari 

123 menjadi 128 lingkungan. 

Tujuan berdirinya Kecamatan Medan perjuangan yaitu untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, percepatan pertumbuhan kehiduan demokrasi, percepatan 

pelaksanaan pembangunan perekonomian Kecamatan, percepatan pengelolaan 

potensi kecamatan, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. 

Luas wilayah dari Kecamatan Medan Perjuangan sekitar 4,56 km. Dari 9 

Kelurahan Tegal Rejo memiliki luas yang terluas yaitu sebesar 1,1 Km sedangkan 

Kelurahan Sei Kera Hulu mempunyai luas tecekil yakni 0,31 km. Batas wilayah 

dari Kecamatan Medan Perjuangan yaitu : 

Sebelah Utara : Kecamatan Medan Tembung dan KecamtanMedan Timur  

Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Area dan Kota 

Sebelah Barat : Kecamatan Medan Timur 

Sebelah Timur  : Kecamatan Medan Tembung  
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b.  Visi dan Misi Kecamatan Perjuangan  

Visi kecamatan medan perjuangan yaitu menjadikan Kecamatan Medan 

Perjuangan berkualitas, Akuntabel dalam pelayanan publik menuju masyarakat 

sejahtera.  

Misi Kecamatan Medan Perjuangan yaitu : 

- Meningkatkan Pelayanan administrasi publik 

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

- Meningkatkan sarana dan prasana pembangunan kecamatan 

c.  Tugas, Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Kelurahan 

1. Kelurahan memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut: 

Kelurahan 

Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung 

jawab kepada Camat. 

1.  Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
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c. Pelaksaanaan pelayanan masyarakat 

d. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum  

e. Pemeliharaan saran dan prasana serta fasilitas pelayanan umum dan  

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsi 

Sekretariat 

 Sekretariat pada kelurahan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada lurah. 

1.  Sekretaris  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah lingkup 

kesektariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan 

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan tugas kelurahan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:  

a.Perencanaan Program dan kegiatan Kesektariatan dengan mempedomani 

rencana umum kota, rencana strategi, dan rencana kerja kelurahan untuk 

terlaksananya sinergitas perencanaan.  

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebiajkan, standar operasional prosedur, 

standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban 
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kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesektariatan 

untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal. 

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, pengahrgaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and 

punishment)dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesektariatan 

berdasarkan peraturan atas perundang-undangan. 

d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program 

dan kegaitan, standar operasional prosedur, standar pealyanan, statandar 

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan 

lingkup Kelurahan. 

e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang 

meliputi perumusan kebijakan bahan rencana program dan kegiatan, standar 

operasional prosedur, standar pealyanan, statandar kompetensi jabatan, analisis 

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya 

lingkup kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan 

Perundang-undangan. 

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, 

perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, 

analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisis peraturan, tata naskah 

dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggan, kehumasan, dam umum lainnya 
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lingkup kelurahan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan 

lancar. 

g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. 

h. Pengendalian, evaluasi, dam penilaian lingkup kesektariatan meliputi unsur 

pelaksanaan perancanan, unsur pelaksnaan perumusan kebijakan, unsur 

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya. 

i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya 

berdasarkan atas peraturan perundanga-undangan. 

j.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada lurah 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

Seksi Tata Pemerintahan  

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada lurah melalui sekretaris 

1. Kepala Seksi tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Lurah lingkup tata pemerintahan  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
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a.  Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan 

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja kelurahan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.  

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar 

lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal. 

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) 

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan 

berdasarkan peraturan atas perundang-undangan 

d. Penyusunan bahan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan 

kesatuan bangsa sesuai dengan rencana kerja agar tercapainya tujuan 

pemerintahan kelurahan. 

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi administrasi kependudukan dan 

administasi lainnya sesuai dengan petunjuk teknis agar terlaksananaya pelayanan 

prima.  

f. Pelaksanaan pendataan monografi kelurahan berdasarkan rencana kerja 

agar diperoleh data / informasi yang akurat.  

g. Pelaksanaan kegiatan pembantuan di bidang keagrariaan dan pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan yang berlaku agar 

terlaksananya pelayanan prima.  
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h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi 

Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan 

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. 

i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan  

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada Lurah 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada 

dibwah dan bertanggung jawab kepada lurah melalui Sekretari. 

1. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup ketenramaan dan ketertiban umum. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuda pada ayat (1), Kepala 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana 

kerjas kelurahan untuk terlaksananya sinergeritas perencanaan. 
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b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar 

lainnya lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya 

aktivitas dan tugas secara optimal 

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and 

punishment)dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan 

d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup Ketentraman dan 

Ketertiban Umum sesuai dengan rencana rencana kerja agar terlaksananya tertib 

administrasi. 

e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban 

Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya 

pelayanan prima 

f. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran 

bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk 

kelancaran tugas. 

g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelakasanan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-

unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. 
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h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasrakan atas 

peraturan perundang-undangan  

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada Lurah 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait denga  tugas dan 

fungsinya 

 Seksi Pembangunan  

Seksi pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan 

betanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris. 

1. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas lurah lingkup pembangunan 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksuda pada ayat (1) Kepala 

Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan program dan kegiatan seksi pembangunan dengan 

mempedomani rencana umum kota, rencan strategis, dan rencana kerja kelurahan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan. 

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar 

lainnya lingkup Seksi pembangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal. 
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c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawakehidupan perekonomian masyarakat.  

e. Penyusunan bahan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan peraturan yang berlaku danrencana kerja agar tercapainya sasaran dan 

tujuan pemberdayaan masyarakat.  

f.  Penyusunan bahan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum dilingkungan kelurahan sesuai denganrencana kerja untuk kelancaran 

penggunaan fasilitas pelayanan umum yang ada 

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup perekonomian, pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

terlaksananya pelayanan prima. 

h. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap 

penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas. 

i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi 

Pembangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksana 

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan 

k.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada Lurah 
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l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lurah terkait dengan tugas dan 

fungsinya 

 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana  

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kecamatan atau kelurahan sesuai dengan keahlihan 

dan kebutuhan. 

1. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanan sebagaimana dimaksud 

diatas, terdiri dari sejumlah tenaga profesional dan pelaksana.  

2. Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan  

3. Camat atau lurah dapat menempatkan jabatan fungsional berdasarkan atas 

standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

4. Setiap kelompok jabtan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior 

5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas 

analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.  
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2. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan 

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo 
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Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat II 
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Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidoramen Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Timur 
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Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II 
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 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I 
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XI 

ANDI 

ADINDA 

PRAJA  

KEPLING 

X 

EDY 

SAPUTRA 

S. 

KEPLING 

IX 

LUKMANU

L HAKIM 

 

KEPLING 

VII 

AMRIN 

HSBI 

KEPLING 

VII 

HAZAIRIN 

HSB 

KEPLING XIII 

RAJA TAUFIK 

 

KEPLING XIV 

SRI WAHYUNI, SPdl 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.1  Hasil Penelitian 

 Pada ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh 

melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah 

disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak 

di jawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus 

Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada  beberapa 

tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan 

pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 10 informan 

penelitian yaitu 5 orang pegawai kelurahan dan 5 orang masyarakat di setiap 

Kelurahan. 

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah 

yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam 

penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai 

permasalahan  penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang 

lebih tiga minggu. 
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4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

naramsuber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan.Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Distribusi Narasumber menurut jenis kelamin  

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan 

presentase untuk masing-masing kategori tersebut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi  Presentase  

1 Laki-laki 2 20 % 

2 Perempuan  8 80 % 

 Jumlah  10 100 % 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berjenis kelasmin perempuan dengan frekuensi sebanyak 8 orang dengan 
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presentasi 80 %  sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin 

perempuan dengan frekuensi 20 %.  

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur  

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Usia  Frekuensi Presentase 

1 30-39 1 10 % 

2 40-49 4 40 % 

3 50-59 5 50 % 

JUMLAH  10 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber 

berumur mulai dari 50-59 tahun dengan frekuensi 5 orang atau 50%. Begitu 

halnya dengan umur 40-49 dengan frekuensi 4 orang atau 49 % dan umur 30-39 

dengan frekuensi 1orang atau 10 %. 

 

 

 



45 
 

 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan 

yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu 

Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan 

frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan  Frekuensi Presentase 

1 Pegawai Negeri Sipil 5 50 % 

2 Wiraswasta 5 50 % 

Jumlah  10 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 5 orang atau 50 % dan sebagai wiraswasta 

dengan frekuensi 5 orang atau 50 %. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 

pukul 14.00 WIB dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi Pembangunan di 

Kantor Lurah Tegal Rejo tentang pertanyaan apakah ada tindakan yang dilakukan 
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untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 

tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa ada 

tindakan yang dilakukan oleh Kelurahan. Tindakan tersebut berupa himbauan 

kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan, 

Kelurahan, dan Kepala Lingkungan. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau 

mengatakan  Sosialisasi dilakukan agar masyarakat  mengetahui  bahwa untuk 

pembuatan surat keterangan kematian dilakukan untuk tertib administrasi. 

Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Sosialisasi dilakukan 

apabila ada perubahan dari sistem dan apabila ada peraturan baru tentang tata cara 

pembuatan surat keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan secara 

keseluruhan atau perorangan. Kepala Lingkungan dikumpulkan untuk diberitahu 

persyaratan surat keterangan kematian. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan 

mengadakan rapat dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan setempat. Tentang 

pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat 

Keterangan Kematian beliau mengatakan Dari sosialisasi yang dilakukan sudah 

baik, pihak Kelurahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang 

membuat surat keterangan  kematian.  
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Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 

2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Atmini Selaku Kepala Seksi Pembangunan di 

Kantor Lurah Sidorame Barat II  Tentang pertanyaan apakah ada tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan  

bahwa ada tindakan yang dilakukan. Tindakan  yang pertama  masyarakat yang  

berdomisili di Kelurahan Sidorame Barat II, kedua harus membawa Kartu Tanda 

Penduduk, surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit, 

apabila meninggal dirumah  membawa surat keterangan dari Kepala Lingkungan, 

dan Kartu Keluarga. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 

tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau mengatakan Tindakan 

tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat untuk pembuatan surat keterangan 

kematian. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 

tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Proses dari 

tindakan  yang dilakukan apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka pihak  

Kelurahan akan langsung mengeluarkan surat keterangan kematian tersebut. 

Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat 

Keterangan Kematian beliau mengatakan Tindakan tersebut sudah dijalankan 

dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. 



48 
 

 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa  tanggal 18 Februari 

2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff Kepala Seksi 

Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan Apakah ada 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujun dari Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau 

mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan dalam pembuatan surat  

keterangan kematian. Tindakan yang dilakukan seperti  pemberitahuan  kepada 

masyarakat melalui kepala lingkungan. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau 

mengatakan Pemberitahuan tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui 

bahwa pentingnya mengurus surat keterangan  kematian. Tentang pertanyaan 

bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat 

keterangan Kematian beliau mengataka Pemberitahuan kepada Kepala 

Lingkungan melalui rapat yang diadakan oleh Lurah. Tentang pertanyaan Sejauh 

mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian 

beliau mengatakan Tindakan yang dilakukan sudah baik. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Februari 

2020  pukul 10.00 WIB dengan Bapak Hermanto selaku Lurah Sidorame Timur 

Tentang pertanyaan Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujun 

dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat 



49 
 

 

Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa adanya tindakan yang dilakukan 

oleh Pihak Kelurahan Sidorame Timur. Tindakan  tersebut berupa himbauan-

himbauan kepada Kepala Lingkungan untuk memberitahu kepada masyarakat 

bahwa mengurus surat keterangan kematian itu penting. Tentang pertanyaan 

Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan 

kematian Beliau mengatakan Hal ini dilakukan karena mengurus surat kematian 

sangat berguna bagi Kelurahan untuk memverifikasi data penduduk terbaru di 

setiap kelurahan. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan 

Adapun proses untuk memberi informasi tentang himbaun tersebut maka 

diadakannya rapat atau sosialisasi dengan Kepala Lingkungan. Tentang 

pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat 

Keterangan Kematian beliau mengatakan himbauan tersebut telah dilakukan 

secara maksimal oleh Lurah kepada Kepala Lingkungan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Pada hari Selasa tanggal 24 

Februari 2020 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku 

Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujun dari Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau 

mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pihak lurah dalam mencapai 
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tujuan peraturan tersebut. Tindakan tersebut berupa himbauan kepada Kepala 

Lingkungan untuk melaporkan jika ada warga yang meninggal. Tentang 

pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat 

keterangan kematian Beliau mengatakan Tindakan tersebut dilakukan agar 

masyarakat melaporkan kematian keluarganya kepada Kelurahan dan pihak 

Kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan kematian, selain itu pihak 

Kelurahan akan mempunyai data yang valid untuk masyarakat yang ada 

dikelurahan ini. tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan 

Proses dari tindakan yang dilakukan yaitu mengadakan rapat dengan Kepala 

Lingkungan untuk memberitahu tentang himbauan tersebut. Tentang pertanyaan 

Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan 

Kematian beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sudah baik. 

b. Adanya kerja sama untuk menjalakan kebijakan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi 

Pembangunan dikantor Lurah Tegal Rejo Tentang pertanyaan Apakah ada kerja 

sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat 

keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama yang dilakukan 

Kantor Camat Medan Perjuangan dan Kantor Lurah Tegal Rejo. Tentang 
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pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah 

dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan 

Kerja sama tersebut dalam bentuk Koordinasi dalam pembuatan surat keterangan 

kematian. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Koordinasi yang 

dilakukan apabila ada hambatan dalam pembuatan surat keterangan kematian 

maka pihak Kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Tentang 

pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama yang 

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi 

Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame barat II  Tentang pertanyaan Apakah ada 

kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang 

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa adanya kerja 

sama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan. Tentang pertanyaan 

Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor 

camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 

tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan kerjasama 

tersebut dalam bentuk Korrdinas. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama 
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tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan 

Koordinasi dilakukan apabila ada kendala dalam proses pembuatan surat 

keterangan kematian, sehingga pihak kecamatan membantu memberi solusi. 

Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat 

dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama yang 

dilakukan sudah baik dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff  Kepala 

Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan 

Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat 

dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang 

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama 

yang dilakukan oleh pihak kelurahan Sidorame barat I. Tentang pertanyaan 

Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor 

camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 

2010tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan kerjasama 

tersebut berupa tindakan yang dilakukan apabila ada masyarakat yang mengurus 

surat keterangan kematian tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka 

kami akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Medan Perjuangan. Tentang 

Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan 

Kematian beliau mengatakan Kerja sama tersebut dilakukan untuk mempermudah 
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pembuatan surat keterangan kematian di Kelurahan Sidorame Barat I. Tentang 

pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakanKerja sama yang 

dilakukan dengan Kelurahan Medan perjuangan sudah bagus.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Lurah 

Sidorame Timur Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan 

pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau 

mengatakan bahwa ada kerja sama antara Kantor Camat Medan Perjuangan 

dengan Kantor Lurah Sidorame Timur. Tentang pertanyaan Bagaimana 

pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama tersebut 

berupa himbauan kepada Kelurahan bahwa pelayanan masyarakat harus tetap 

diutamakan. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Himbauan tersebut di 

lakukan agar Kelurahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat 

dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama antara  

Kantor Camat Medan Perjuangan dan Kantor Lurah Sidorame Timur sudah baik. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martunas Simarmata SH selaku 

Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada 

kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang 

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama 

yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan. Tentang pertanyaan 

Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor 

camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 

2010tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan 

Pelaksanaan kerjasama tersebut berupa apabila ada himbauan dari Walikota 

kepada Camat lalu disampaikan kepada Lurah. Tentang Pertanyaan Mengapa 

kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau 

mengatakan Kerjasama tersebut dilakukan agar koordinasi yang dilakukan antara 

Kecamatan Medan Perjuangan dan Kelurahan Sei Kera Hilir II dalam 

melaksanakan pembuatan surat keterangan kematian kepada masyarakat agar 

berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor 

lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan 

Kerjasama yang dilakukan antara Kecamatan Medan Perjuangan dan Kelurahan 

Sei Kera Hilir II sudah baik. 
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c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi 

Pembangunan Di Kantor Lurah Tegal Rejo Tentang pertanyaan Apakah ada 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan  bahwa adanya tahapan dalam 

pembuatan Surat Keterangan Kematian, tahapan tersebut berupa syarat-syarat 

dalam pembuatan surat keterangan kematian dan prosedur dalam pembuatan  surat 

keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut 

dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 

tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan  Tahapan-

tahapan kebijakan tersebut sudah menjadi ketentuan dari pemerintah dan 

masyarakat hanya perlu mematuhinya. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur 

dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian 

beliau mengatakan Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme 

tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan  

Syarat dalam  pembuatan surat keterangan kematian berupa Kartu  Keluarga, 

Kartu Tanda Penduduk  yang meninggal, Surat Keterangan Dokter apabila 

meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan yang di tanda tangani dengan 

materai 6000 oleh kepala lingkungan jika meninggal di rumah. Prosedur dalam  

membuat surat keterangan kematian yaitu keluarga yang bersangkutan datang 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, jika sudah lengkap maka 



56 
 

 

pihak Kelurahan akan langsung membuat surat keterangan kematian nya. Proses 

dalam pembuatan surat keterangan kematian tidak memerlukan waktu yang lama 

dan tidak mengeluarkan biaya dalam pembuatannya. Tentang Pertanyaan Sejauh 

mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian 

beliau mengatakan  Tahapan yang dilakukan sudah baik dan sudah sesuai dengan 

yang di tentukan oleh pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi 

Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame Barat II  Tentang pertanyaan Apakah 

ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan dalam 

membuat surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-

tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau 

mengatakan Tahapan tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga 

masyarakat hanya mematuhinya. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan 

mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian 

beliau mengatakan Prosedur dan mekanisme dalam pembuatan surat keterangan 

kematian yaitu apabila meninggal dirumah sakit maka harus ada surat keterangan 

dari rumah disakit, apabila meninggal dirumah maka harus ada surat keterangan 

yang ditanda tangani oleh kepala lingkungan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 

keluarga. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan 
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dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan dalam pelaksanaan 

tahapan tersebut sudah baik, masyarakat sudah mengetahui syarat-syarat yang 

sudah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff  Kepala 

Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan 

Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa ada tahapan 

yang dilakukan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan 

Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian 

beliau mengatakan tahapan tersebut di pilih karena sudah ketentuan dari 

pemerintah. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan 

yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 

2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Tahapan 

tersebut berupa syarat-syarat atau dokumen yang perlu dilampirkan dalam 

pembuatan surat keterangan kematian. Syarat-syarat yang perlu dilampirkan oleh 

masyarakat berupa Kartu Tanda Penduduk  yang bersangkutan, Kartu Keluarga, 

Surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit dan surat 

keterangan yang dibuat oleh keluarga dan di tanda tangani oleh                                                                                       

Kepala Lingkungan setempat apabila meninggal dirumah lalu setelah semua 

dokumen lengkap maka kami akan mengeluarkan surat keterangan kematian yang 

bersangkutan. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan 
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dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan sudah baik, sudah 

dilaksanakan sesuai prosedur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku lurah Sidorame 

timur  Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau 

mengatakan  bahwa adanya tahapan yang dilakukan  dalam  pembuatan  surat 

keterangan  kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut 

dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 

tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan 

tersebut dipilih karena sudah ditentukan oleh pemerintah dalam pembuatan surat 

keterangan kematian.  Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme 

tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan 

Tahapan  tersebut berupa persyaratan yang diperlukan untuk membuat surat 

keterangan  kematian. Persyaratan yang diperlukan berupa Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk yang bersangkutan, Surat keterangan dari rumah sakit apabila 

meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan dari kepala lingkungan 

bahwasannya yang bersangkutan meninggal dirumah. Tentang Pertanyaan Sejauh 

mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian 

beliau mengatakan Tindakan yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik dan 

sesuai intruksi dari pemerintah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku 

Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan yang 

dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 

2010 dalam rangka pembuatan Surat Keterangan Kematian di Kota Medan, 

tahapan tersebut berupa syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan surat 

keterangan kematian yaitu apabila seseorang meninggal dirumah sakit maka harus 

memiliki surat keterangan dari rumah sakit, apabila meninggal dirumah maka 

harus memiliki surat keterangan dari Kepala Lingkungan yang ditanda tanganin 

dengan memakai materai 6000,  Kartu Tanda Penduduk, dan KTP yang 

bersangkutan. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih 

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut dipilih 

karena sudah ketentuan dari pemerintah. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur 

dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian 

beliau mengatakan  Prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam 

melaksanakan tahapan tersebut ialah jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh 

masyarakat maka surat keterangan kematian akan dikeluarkan oleh pihak 

kelurahan. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang 
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pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Dalam pelaksaan 

Tahapan-tahapan tersebut sudah baik dan sudah sesuai dengan prosedur. 

d. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi 

Pembangunan di Kelurahan Tegal Rejo tentang pertanyaan apakah ada 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian 

beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah tidak banyak 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian. 

Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam 

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Hal itu dikarenakan 

tidak ada kemauan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Kematian, 

hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan yang akan membuat Surat 

Keterangan Kematian, seperti untuk mengurus dana pensiun,utang piutang kepada 

Bank, mengurus pemakaman bagi non muslim. Tentang pertanyaan Bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau 

mengatakan  masih rendah. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah 

dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam  pembuatan surat keterangan 

kematian beliau mengatakan Peran Kelurahan dalam  meningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian sudah baik apabila 

masyarakat datang untuk mengurus surat keterangan kematian maka akan dilayani 

dengan baik dan proses dalam pembuatan surat keterangan kematian dan cepat 

tanpa menunggu waktu yang lama.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi 

Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame Barat II  tentang pertanyaan apakah ada 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian 

beliau mengatakan bahwa tidak banyak peningkatan setiap bulannya dalam 

pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi 

masyarakat masih  rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau 

mengatakan Karena semua tergantung dengan masyarakat apabila merasa surat 

keterangan kematian itu penting dan perlu maka langsung mengurusnya. Tentang 

pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan 

kematian beliau mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat 

keterangan kematian sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran 

pemerintah dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam  pembuatan surat 

keterangan kematian beliau mengatakan  Peran pihak Kelurahan dalam 

meningkatkan partisipasi untuk membuat surat keterangan kematian sudah baik, 

dengan menghimbau kepada masyarakat untuk membuat surat keterangan 

kematian.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff  Kepala 

Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I tentang pertanyaan apakah 

ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan 

kematian beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Sidorame 

Barat I Tidak ada peningkatan yang  signifikan tetapi setiap bulan masyarakat 

yang membuat surat keterangan kematian selalu ada. Tentang pertanyaan 

mengapa partisipasi masyarakat masih  rendah dalam pembuatan surat keterangan 
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kematian beliau mengatakan partisipasi masyarakat dikatakan masih rendah 

karena masyarakat yang mempunyai keperluan yang akan membuat surat 

keterangan kematian. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan sudah baik.  

Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Peran 

Kelurahan Sidorame Barat I untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

membuat surat keterangan kematian sudah baik, dengan cara mengadakan rapat 

untuk memberitahu pentingnya membuat surat keterangan kematian.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Lurah 

Sidorame Timur tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan 

bahwa Setiap bulan masyarakat yang membuat  Surat keterangan kematian 

tersebut ada yang naik lalu turun, tidak stabil setiap bulannya. Tentang pertanyaan 

mengapa partisipasi masyarakat masih  rendah dalam pembuatan surat keterangan 

kematian beliau mengatakan Jika pembuatan surat keterangan kematian masih 

rendah Karena masyarakat membuat surat keterangan kematian apabila 

mempunyai keperluan saja. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan partisipasi 

masyarakat di kelurahan  Sidorame Timur sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh 

mana peran pemerintah dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam  

pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan pihak kelurahan sudah 
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memberikan himbauan melalui kepala lingkungan untuk mengurus surat 

keterangan kematian apabila ada keluarganya yang meninggal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku 

Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II tentang pertanyaan apakah ada 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian 

beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat surat kematian  

tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pembuatan surat keterangan 

kematian. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih  rendah 

dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakanhal itu disebabkan 

karena hanya masyarakat yang  memiliki kepentingan yang membuat surat 

keterangan kematian. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan sudah baik. 

Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatan partisipasi 

masyarakat dalam  pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan 

Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

surat kematian sudah baik, pihak Kelurahan Sei Kera Hilir II sudah menghimbau 

kepada masyarakat melalui Kepala Lingkungan untuk membuat Surat Keterangan 

Kematian, tujuan dari membuat surat keterangan kematian untuk mengakuratkan 

data penduduk yang ada di Kelurahan Sei Kera Hilir II.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Andan Sari Selaku masyarakat 

di Kelurahan Tegal Rejo tentang pertanyaan Apakah Bapak atau ibu pernah 

membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan bahwa 

pernah mengurus surat keterangan  kematian untuk suami. Tentang pertanyaan 
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Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau 

mengatakan  mengurus surat keterangan kematian satu minggu setelah kematian. 

Tentang pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat 

keterangan kematian tersebut beliau mengatakan untuk  keperluan  mengurus 

pensiun ditempat kerja. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak 

membuat surat keterangan kematian Menurut ibu reni surat keterangan kematian 

penting untuk di urus, walaupun tidak memiliki kepentingan apa-apa.  

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu rini selaku masyarakat di  

Kelurahan Sidorame Barat I tentang pertanyaan apakah Bapak atau ibu pernah 

membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan  pernah 

mengurus surat keterangan  kematian. Tentang pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu 

membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan dua minggu 

setelah kematian  mengurus surat keterangan kematian tersebut. Tentang 

pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan 

kematian tersebut beliau mengatakan mengurus surat keterangan kematian untuk 

meng-nonaktifkan kartu BPJS agar tidak ikut membayar iuran lagi. Tentang 

pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan 

kematian Menurut ibu Rini Surat keterangan kematian penting, untuk mengurus 

keperluan dan bagi yang tidak mengurus keperluan apapun juga penting untuk 

data  yang lebih rinci di kelurahan. 

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irine Simangunsong 

selaku masyarakat di Kelurahan Sidorame Barat II tentang pertanyaan apakah 

Bapak/ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau 
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mengatakan pernah mengurus surat keterangan kematian untuk suami. Tentang 

pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut 

beliau mengatakan Mengurus surat keterangan kematian tersebut satu bulan 

setelah kematian. Tentang pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu 

membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan Mengurus surat 

keterangan kematian untuk mengurus keperluan yang ada ditempat kerja suami. 

Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat 

keterangan kematian Menurut ibu irine surat keterangan kematian tersebut 

penting.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda selaku masyarakat di 

Kelurahan Sidorame Timur tentang pertanyaan apakah Bapak atau ibu pernah 

membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan pernah 

mengurus surat keterangan kematian untuk suami. Tentang pertanyaan Kapan 

Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan 

mengurus surat keterangan kematian seminggu setelah kematian. Tentang 

pertanyaan Untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan 

kematian tersebut beliau mengatakan Surat keterangan kematian tersebut untuk 

mengurus keperluan di tempat kerja suami.  Tentang pertanyaan Menurut bapak 

atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut Ibu Linda, 

surat keteragan kematian penting karna untuk mengurus keperluan yang 

membutuhkan surat-surat keterangan kematian.  

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani Shara selaku 

masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir II tentang pertanyaan apakah Bapak atau 
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ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan 

pernah membuat surat keterangan  kematian untuk suami. Tentang pertanyaan 

Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut Beliau 

mengatakan mengurus surat keterangan kematian satu minggu setelah kematian. 

Tentang pertanyan Untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan 

kematian tersebut  Ibu yani mengurus surat keterangan kematian untuk 

melaporkan bahwasannya sudah meninggal dan untuk mengurus kartu BPJS agar 

tidak membayar iuran lagi. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting 

tidak membuat surat keterangan kematian Menurut ibu yani mengurus surat 

keterangan kematian penting, karena untuk mendata masyarakat apakah berkurang 

atau bertambah. 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara 

a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

Adanya Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang 

dilakukan Kelurahan dalam merealisasikan pembuatan surat keterangan kematian. 

Dalam penelitian ini pelaksanaan pembuatan surat keterangan kematian telah 

dijalankan oleh Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 

tahun 2010 dengan melakukan sosialisasi.  

Tindakan yang dilakukan oleh Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, 

Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II dalam  menjalankan 

tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam pembuatan 
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Surat Keterangan Kematian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa 

sosialisasi kepada setiap kepala lingkungan bahwa pentingnya masyarakat untuk 

membuat surat keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara 

mengadakan rapat dengan Kepala Lingkungan yang ada di setiap Kelurahan. 

Sosialisasi dilakukan secara keseluruhan dengan kepala lingkungan. Sosialisasi 

dilakkan apabila ada perubahan-perubahan dari sistemnya dan apabila ada 

peraturan baru tentang tata cara pembuatan surat keterangan kematian.  

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah 

unutk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat baik secara langsung maupun 

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai 

tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Pembuatan Surat Keterangan 

Kematian, Kelurahan Tegal Rejo,Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan 

Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II 

yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kematian sudah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010.  

b. Adanya kerja sama untuk menjalakan kebijakan  

Kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan Tegal rejo,Kelurahan 

Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan 

Kelurahan Sei Kera Hilir II dan Kecamatan Medan Perjuangan yaitu dalam bentuk 

Koordinasi dan Himbauan. Koordinasi yang dilakukan apabila ada kendala dalam 
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melakukan pembuatan surat keterangan kematian maka pihak Kelurahan akan 

berkoordinasi dengan pihak Kecamatan.Kerjasama yang dilakukan memberikan 

dampak yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam membuat surat 

keterangan kematian.  

Menurut Harsono (2002:27) Implementasi kebijakan adalah suatu proses 

dalam melaksanakan suatu kebijkan tertentu kemudian mengembangkan 

kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.  

Berdasarkan  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1  tahun 2010 dalam rangka meningkatkan 

partisipasi masyarakat pembuatan surat keterangan kematian, kerja sama yang 

dilakukan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.  

c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan 

Dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian terdapat beberapa tahapan 

yang berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membuat 

surat keterangan kematian dan prosedur dalam pembuatan surat keterangan 

kematian. Syarat-syarat tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk yang 

bersangkutan, Kartu Keluarga yang bersangkutan, Surat keterangan dokter apabila 

meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan yang di tanda tangani dengan 

materai 6000 oleh Kepala Lingkungan jika meninggal di rumah. Prosedur dalam 

membuat surat keterangan kematian yaitu keluarga yang bersangkutan datang 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, jika sudah lengkap maka 

pihak Kelurahan akan langsung membuat surat keterangan kematiannya. Proses 
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dalam pembuatan surat keterangan  kematian tidak memerlukan waktu yang lama 

dan tidak mengeluarkan biaya dalam pembuatannya. 

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan adalah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah yang dimasyarakat baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1  tahun 2010 dalam rangka 

meningkatkan partisipasi masyarakat pembuatan surat keterangan kematian, sudah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah.  

d. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian  

Dalam pembuatan surat keterangan kematiandi Kelurahan Tegal 

Rejo,Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan 

Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II sudah  ada partisipasi 

masyarakat akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat yang menyadari akan 

pentingnya pembuatan surat keterangan kematian hanya masyarakat yang 

memiliki kepentingan yang akan mengurus surat keterangan kematian.  

Menurut Mubyarto (1997:35) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan 

untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap 

orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan 

surat keterangan kematian sudah ada partisipasi masyarakat di Kelurahan Tegal 
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Rejo,Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan 

Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II. 

4.3 Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Medan  No. 1 Tahun 2010 

Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan 

Kematian Di Kota Medan 

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah 

suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.  

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara para 

individu dan organisasi memandang realitas bagaimana organisasi berinteraksi 

dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi  

Peraturan  Daerah Kota  Medan  No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi 

Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan yang 

berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur sudah 

ditentukan  dengan dilakukannya sosialisasi kepada setiap Kepala Lingkungan 

dari masing-masing Kelurahan untuk memberitahu pentingnya membuat surat 

keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat 

dengan masing-masing kepala lingkungan kepada setiap Kelurahan.Sosialisasi 

dilakukan secara keseluruhan atau perorangan.Sosialisasi dilakukan apabila ada 



71 
 

 

kendala tertentu maka kepala lingkungan dipanggil dan diberi arahan sesuai 

dengan arahan yang ada. 

Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi yang dilakukan 

pihak Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame 

Timur, dan Sei Kera Hilir II dengan Kecamatan Medan Perjuangan sudah 

dilakukan dengan baik sehingga pembuatan surat keterangan kematian berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian tahapan dalam pembuatan 

Surat Keterangan Kematian yang berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi 

masyarakat sudah dilakukan dengan baik dan masyarakat sudah melaksanakannya 

dengan baik.Dalam  prosedur pembuatan surat keterangan kematian masyarakat 

yang membuat surat keterangan kematian tidak akan di perlama dalam proses 

pembuatannya, jika masyakarat sudah memenuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan maka pihak kelurahan akan langsung membuat dan mengeluarkan 

surat keterangan kematian tersebut tanpa memungut biaya apapun dan tanpa 

memakai waktu yang lama.  

Partisipasi masyarakat dalam hal pembuatan surat keterangan kematian di 

Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur dan 

Sei Kera Hilir II sudah ada tetapi belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya 

membuat surat keterangan kematian, karena hanya sebagian masyarakat yang 

mengurus dan membuat surat keteragan kematian. Masyarakat yang memiliki  

keperluan yang akan mengurus surat keterangan kematian. 

\ 
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Tabel 4.4 

Data Pembuatan Surat Keterangan Kematian per BulanTahun 2019 

NO KELURA

HAN 

BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AG

US 

SEP OK

T 

NOV DES 

1 TEGAL 

REJO 

14 24 17 19 17 18 25 16 26 17 18 15 

2 SIDORA

ME 

BARAT I 

7 8 10 7 8 5 12 3 4 9 4 9 

3 SIDORA

ME 

BARAT II 

11 8 3 4 5 8 11 8 13 10 13 5 

4 SIDORA

ME 

TIMUR 

1 8 6 2 4 10 6 8 - 4 5 4 

5 SEI 

KERA 

HILIR II 

7 7 7 3 4 3 12 4 20 2 6 7 

 Sumber :  Data Surat  Keterangan  Kematian Kelurahan Tegal Rejo, 

Sidorame Barat  I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan  Sei Kera Hilir II.  
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam 

membuat surat keterangan kematian setiap bulannya di  masing-masing Kelurahan 

tidak tetap, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Hal itu dikarenakan 

hanya masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu yang akan membuat surat 

keterangan kematian. Peran pemerintah dalam meningkatkan surat keterangan 

kematian sudah dilakukan, yaitu berupa sosialisasi yang dilakukan kepada 

masing-masing kepala lingkungan di setiap Kelurahan. 

Hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di setiap kelurahan, 

sebagian besar masyarakat mengurus surat keterangan kematian sudah sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

01 tahun 2010 yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah kematian.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Medan  No. 1 Tahun 2010 Dalam 

Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota 

Medan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat 

melalui Kepala Lingkungan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Kelurahan Tegal 

Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II 

sudah melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pembuatan 

Surat Keterangan Kematian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 tahun 2010. 

Adanya tindakan dalam pembuatan surat keterangan kematian berupa 

sosialisasi dengan mengadakan rapat bersama masing-masing kepala lingkungan 

untuk memberitahu bahwa pentingnya membuat surat keterangan kematian. Hal 

ini dilakukan karena mengurus surat keterangan kematian sangat berguna bagi 

kelurahan untuk memverifikasi data penduduk terbaru di setiap kelurahan dan 

bagi masyarakat menjadi surat pengantar untuk membuat akta kematian di dinas 

kedudukan dan catatan sipil. 

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat 

I, Sidorame barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II dengan Kecamatan 

Medan Perjuangan sudah dilakukan dengan baik. Kerja sama yang dilakukan 

yaitu dalam bentuk koordinasi, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dalam 
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pembuatan surat keterangan kematian maka pihak Kelurahan akan menjalin 

komunikasi untuk mendapatkan masukan dari pihak Kecamatan Medan 

Perjuangan. Kerja sama yang dilakukan sudah baik.  

Tahapan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 

2010 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat membuat surat keterangan 

kematian yaitu berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian sudah baik 

tetapi masih ada masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya membuat surat 

keterangan kematian. Peran Kelurahan dalam meningkatkan surat keterangan 

kematian sudah baik, sudah memberi himbauan kepada masyarakat melalui 

Kepala Lingkungan di setiap Kelurahan. Kelurahan tidak bisa memaksa 

masyarakat untuk mengurus surat keterangan kematian walaupun surat keterangan 

kematian tersebut sangat penting. Kelurahan akan memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat apabila mereka datang untuk mengurus surat keterangan 

kematian. 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan Setiap Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame 

Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II untuk melakukan 
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sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian. 

2. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan Kelurahan sehingga 

koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar 

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membuat surat 

keterangan kematian. 

3. Diharapkan kelurahan lebih memberikan informasi tentang persyaratan 

yang harus di penuhi oleh masyarakat dalam pembuatan surat keterangan 

kematian, sehingga mempermudah masyarakat dalam melengkapi 

persyaratan pembuatan surat keterangan kematian.  

4. Masyarakat harus lebih peduli terhadap pentingnya pengurusan surat 

keterangan kematian, surat keterangan kematian di urus bukan hanya 

dilakukan ketika diperlukan,  tetapi masyarakat juga harus mengerti 

bahwa mengurus surat keterangan kematian sangat penting untuk tertib 

administrasi penduduk. 
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